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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 0% TAHUN 2010

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Menimbang ¢ a bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Femerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang, Pembagian urusan Pemerintaban antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota
menyatakan bahwa urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi
Kewenangan Pemecrintah Daerah menjadi dasar penyusunan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dacrah;

b: bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang  Organisasi - Perangkat  Dacrah,  menegaskan  babwa
Pembentukan Organisasi Perangkat Dacrah ditetapkan dengan Perateran
Dacrah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini:

€ bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf o dan b i
atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Orpanisasi dan Tata
Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas Ultara.

Mengingal A Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daceah
Otonom Kabupaten — Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera
Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092 )

]

Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1974 tentapg Pokok - Pokok
Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 )
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 199
( Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahan 1999 Nomor  1ow,
Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );

I ]

. ED Undang-Undang Nomor 10 Jahun 2004 tentang pembentukan Peratiran
\ - Perundang-undangan ( Lembaran. Negara Republik Indonesia Vahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4389 )

£

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintabian - Dacrah
( Lembaran Negara Republik  Indopesia Tabun 2004 Nomar 125,
i Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia Nomor 4437 )
sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-tindang
Nomor {2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-  Uindany
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 539, Tombahan
[.embaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4844);

S. Undang-Undang Nomor 33 Fahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemcrintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik
Indonesia nomor 4438 );

0. Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2067 teniny

Pembentukan Kabupaten Padang, Fawas Utars di Provinsi Sumatera Lhars




{ feretaplan

7. Peraturan Pemerintah Nomor {3 Tabun 2002 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintzh Nomor [00 Tahun 2000 (entang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural, ( Lembaran Negara Rpublik
Indonesia Tahun 2002, Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 4194 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Khabupaten/ Kota ( Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indoneia Nomor 4737 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ).

. Peraturan Dacrah Nomor 06 Tahun 2010 tentang 'rusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Padang
Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor

06 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten
Padang Lawas Utara Nomor )

Dengan Persetujuan Bersama

¥ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA-

DAN
BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERIJA
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

BAB ]
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara

2, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olch
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah menurul asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara republik
Indonesia Tahun 1945,

3. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan Kewajiban Dacrah untuk
) mengatur dan mengurus sendirt urusan Pemerintahan dan Kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

4, Daerah Otonom selanjutnya disebut dacrah adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus urusan pemerintaban dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia;

s : Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah;
6. - Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara;
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7. Wakil Buputi adalah Wakil Bupati Padang Lawas Ulara;

8. Dewan Perwakilan Rakyat dacrah yang selanjutnya di disingkat DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat schagai unsur peayctenggara Pemerintahan
Daerah;

9. Perangkat  Daerah adalah unsur pembantu Kepala  Dacrah dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdini dari Sckretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Dacrah, Lembaga Teknis Dacrab, Kecamuatan dan

Kelurahan;

16 Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daera) Kabupaten Padang Lawas
Utara, selanjutnya disingkat Setdakab;

Il Sckretaris Dacrah adalah Sckretaris Dacrah Kabupaten Padang Lawas
Utara, selanjutnya disebut Sckdakab;,

12 Dinas Dacrah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan  dacrah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam Kobupaten Fadang
' Lawas Ultara;
13 Kepala Dinas adalah chala Dinas daerah Kabupaten Padang Lawas Utara:
l4 Unit Pelaksana Teknik Dinas yang selanjulnya disebut UPTD adalah unit
pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis
penunjang dinas daerah.

BAB I
PEMBENTUKAN
PPasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dinas- dlms dacr ah, terdir: dari :
[ Dinas Pendidikan;

2. Dinas Keschatan;

3 Dinas Pekerjaan Umumn, Pertambangan dan Energi;

4, Dinas Kehutanan dan Perkebunan:

5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan,

6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil:

7, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah;
R Dinas Peternakan dan Perikanan;

9. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan,

0. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
L. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

12 Dinas Perbubungan;

I3 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
[4 Dinas Kebakaran, Pertamanan dan Kebersihan:

BAD [fi
DINAS PENDIDIKAN
Bagian Pertamn
ORGANISASIL, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

(n Dinas  Pendidikan  Mempunyai  tugas  pokok  melaksanakan  wrusan
Pemerintahan Dacrah Bidang Pendidikan berdasarkan azas otonomi dun
tugas pembantuan,

(2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh scorang Kepala Dinas yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud poda pasal 3. Dinas
Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;



()

(2)

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

pendidikan;
C. . pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang pendidikan;
d pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

Bagian Kedua
Organisasi
Pasal §

Organisasi Dinas Pendidikan, terdin darj

4. [Jinas.
b. Sekretariat, terdiri dari : ,
1} Sub Bagiant Umum;

2) Sub Bagian Keuangan ;
3) Sub Bagian Program.
g, Bidang Pendidikan Dasar
1) Seksi Kurikulum;
2) Seksi Tenaga Tekais;
3) Seksi Bantuan.
d; Bidang Pendidikan Menengah Umum / Kejuruan
1) Sekst Kurikulum;
2) Seksi Pembinaan Tenaga Teknis;
3) Seksi Bantuan.
c. Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Keagamaan
1) Seksi Pendidikan Luar Sekolah ;
2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini ;
3) Seksi Keagamaan:
L Bidang Pengendalian Mutu Kependidikan, terdiri darti
1) Seksi Pengembangan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan ¢
2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kecakapan i1idup ;
3) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan .

g, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
h. Sanggar Kepiatan Belajar ( SKB)
L. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran J
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini.

BAB IV
DINAS KESEHATAN
Bagian Pertama '
ORGANISASLKEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS])
Pasal 6

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok meclaksanakan urusan Pemerintahan
Daerah bidang Kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pemtbantuan.

Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan
hentanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Dinas
Keschatan menyelenggarakan fungsi ¢

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; )
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan wmum di bidang
kecehatan:

C. Paonin g Lachaged  umt  Pacesana paems 90z
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d. pengelolaan-urusan kesckretariatan dinas.

Bagian Kedua

Orgauisasi
Pasal 8
(1 Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari ;
9, Dinas
b, Sekretariat, terdiri dari :

1} Sub Bagian Penyusunan Program;,
2) Sub Bagian Tata Usaba;
3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
Bidang Petayanan Kesehatan, terdiri dari :
1) Seksi Keschatan Dasar;
2) Scksi Kesehatan Rujukan;
3) Seksi Kesehatan Khuysus.
d. Bidang Pengendalian Masalah Kescehatan, terdiri dari
1) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakiy;
2) Seksi Wabah dan Bencana;
3) Seksi Keschatan Lingkungan.
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Keschatan, terdiri dari -
1) Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
2) Seksi Pendidikan dan Petatihan;
3} Seksi Registrasi dan Akreditasi.
. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari
1) Seksi Jaminan Kesehatan;
2) Seksi Sarana dan Peralatan Keschatan;
3) Seksi Kefarmasian.
g Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari .
1) Gudang Farmasi;
2) Puskesmas,
h. Kelompok Jabatan IF'ungsional,

o

o

(2) Bagan organisasi Dinas Keschatan sebagaimana tercantum pada Lampiran [ dan
merupakan bagian yang tidak terpisabikan dari Peraturan Daerah ini.

BAB Y
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Bagian Pertama
ORGANISAST, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

(n Dinas Pekegaan Umum, Pertambangan dan Pnergi mempunyai tugas Pokok
melaksanakan  urusan  Pemerintahan  Daerah  Bidang  Pekerjaan  Umum,
Pertambargan dan Energi.

(2) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi dipimpin oleh scorang Kepala
Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah,

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud pada pasal 9. Dinas
Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijaksanaan cknis di bidang pekerjaan umum, pertambanpan
dan energi;




b, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bideng
pekerjaan umum, pertambangan dan energi;

C, menyelengarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan
umum, pertambangan dan energi;

d. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis di bidang pekerjaan umum.
pertambangan-dan energi;

¢, pengelolaan urusan kesckretariatan dinas.

Bagian kedua
Organisasi
Pasal 11

Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, teedirt dari
a. - Dinas
b, Sekretariat, terdiri dari :
1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Program.
C. Bidang Cipta Karya daa Bina Marga, terditi dari
1) Seksi Gedung;
2) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Rehabilitasi;
3) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan .
d. Bidang Pengairan, terdiri dari :
1) Seksi Pengembangan dan Pembangunan;,
2) Scksi Pemeliharaan dan Operasiona!
& Bidang Tambang Umum, terdiri dari :
[) Seksi Pengawasan dan Pengendalian
2) Seksi Penataan dan Pengelolaan Usaha;
3) Seksi Pengembangan Geologi :
I Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari ¢
1) Seksi Listrik;
2) Scksi Encrgi dan SDM,;
3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian:.
g Unit Pelaksana Tcknis Dinas.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Enerpi sehagaimana
terlampir pada Lampiran 1 dan mcrupakan bagan yang tidak (crpisahkan dari
Peraturan Daerah ini,

BAB Vi
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUINAN
Bagian Pertama
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan vrusan
Pemerintahan Daerah bidang Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan azas otonomi
dan tugas pembantuan,

Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh scorang Kepala Dinas yang berada
di bawan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dacrah.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud pada pasal 12 Dinas
Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

a, perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan:

h. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

¢



kehutanan dan perkebunan;

¢, pembinaan terhadap unit pelaksana tekais dinas di bidang kehutanan dan
perkcbunan;
d. pengelolaan urusan kesckretariatan dinas.

Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 14

Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
a. Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari :
1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Program.
e; Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan, terdiri dari
1) Seksi Konservasi Tanah dan Air;
2) Seksi Rehabilitasi Lahan;
3) Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan;
d. Bidang Reboisasi dan Pemeliharaan Hutan, terdiri dari :
1) Seksi Rehabilitasi dan Konscrvasi;
2) Seksi Perencanaan Pengembangan Hutan;
3) Seksi Pembinaan dan Pengendalian.
e. Bidang Produksi Perkebunan, terdiri dari
1) Seksi Produksi Perkebunan;
2) Seksi Produksi Hasil Hutan Non Kayu;
3) Scksi Penyuluhan;
f. ' Bidang Usaha Tani dan Perlindungan Perkebunan, terdiri dari
1) Scksi Perlindungan Tanaman,;
2) Scksi Usaha Perkebunan;
3) Seksi Produksi Tanaman;
g. Unit Pclaksana Tcknis Dinas.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum pada
Lampiran IV dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini.

BAB V11
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Bagian Pertama
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15 '

(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai tugas pokok melaksanakan
' urusan Pemerintahan ‘Daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan
azas otonomi dan tugas pembantuan.
(2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sckretaris Dacrah,

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;

b. penyeleniggaraan urusan pemerintahan can pelayanan umum di bidang
perindustrian dan perdagangan; \

&, pembinaan tethadap unit pelaksana teknis dinas di bidang perindustrian dan




(O

perdagangan;
d. pengelolaan urusan kesckretariatan dinas.

Bagian Kedua

Organisasi
Pasal 17
Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 1erdiri dari ;
a. Dinas. -
b. Sekretariat, terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Program,
c. Bidang Perindustrian »terdivi dari :
1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri;
2) Seksi Pendaftaran dan Pengawasan
d. Bidang Perdagangan, terdiri dari
1) Seksi Pembinaan Usaha dan Pendaftaran Usaha Dagang;
2) Seksi Prasarana dan Sarana.
Bidang Pembinaan dan Perlindungan, terdiri dari :
1) Seksi Pembinaan dan Promosi;
2) Seksi metrofogo;
5 Kelompok Jabatan Fungsional.

¢

Bagan Organisasi Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum pada
Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan. Daerah
ini.

BAB VI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Bagian Pertama
ORGANISAS], KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan Pemerintahan Daerah bidang Kependudukan dan Catatan Sipil berdasirkan
azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh scorang Kepala dinas yung
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dacrah.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas pokok sebapaimana dimaksud pada pasal 18, Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan fungst :

a, perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan catatan sipil;

h. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
kependudukan dan catatan sipil;

B pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dibidang kependudukan dnx
catatan sipil; E

d. pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 20

Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :



N

a. Dinas.

b. Sekretariat, terdiri darj
1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Program.
c. Bldang Kependudukan, terdiri dari :

1) Sek3i Pelayanan Kartu Keluarga dan K™P;
2) Seksi Pengendalian dan Mutasi Penduduk.

d. - Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
‘ 1) Pelayanan dan Akta Catatan Sipil;

2) Seksi Penyuluhan. :
c. Bidang Data dan Informasi, terdiri dari :

1) Seksi Pengolahan dan Penyimpanan Data,
2) Seksi Pelayanan Informasi;

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

g Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil scbagatmana te-cantum
pada Lampiaran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Dacrah ini.

5

BAB 1X

DINAS PFN!)APATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DALRAH

Bagian Pertama
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21 '

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas

. pokok inelaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Administrasi Keuangan

Daerah khusus urusan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Dacrah
berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan,

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dipimpin oleh scomng
Kepala Dinas yang berada dibawah dan bcrtanggung jawab kepada Bupah melajui
Sckretaris Daerah,

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah menyelenggarakan (ungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan keuangan dan asset
daerah.

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan assct daerah.

¢ pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang pendapaton,
pengelolaan keuangan dan assct daerah.

d. pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 23

Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kevangan dan Assct Dacrah terdiri dart :
a. Dinas. v
b. Sekretariat, (erdiri dari :
1) Sub Bagian Umum ;
2) Sub Bagian Keuangan ;
3) Sub Bagian Program.



C. Bidang Pendapatan, terdiri dari
I) Seksi Penetapan ;
2) Seksi Penagihan
3) Seksi Pembukuan dan Pelaporan .
d. Bidang Anggaran, terdiri dari :
1) Seksi Perencanaan Anggaran Belanja Langsung ;
2) Seksi Perencanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung ;
3) Seksi Penyusunan Anggaran Pembiayaan.

e, Bidang Asset, terdiri dari

1) Seksi Pengadaan ; :
2) Seksi Perawatan dan Pemeliharaan ;
* 3) Seksi Penghapusan. '

I Bidang Pembendaharaan, terdiri dari

1) Seksi Pencairan Dana ; »

2) Seksi Verifikasi ;

-3) Seksi Pernbukuan. . :
g Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :

1) Seksi Pengelolaan Data ; '

2) Seksi Pelaporan Keuangan ;

3) Seksi Bimtek dan Penyuluhan Akuniansi.

Bugan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Assct Daerah
scbagaimana tercantum pada Lampiran Vil dan merupakan bagian yang tiduk
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Bagian Pertama
ORGANISiASI.‘. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 24

Dinas Peternakar dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanzkan urusan
Pemerintahan Daerah bidang Peternakan dan Perikanan berdasarkan azas otonomi
dan tugas pembantuan, -

Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas pokok scbagaimani dimaksud pada Pasal 24, Dina
Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi

HY - perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan perikanan:

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
peternakan dan perikanan; '

c. pembinaan terhadap unit peluksana teknis dinas di Lidang peternakan dan
perikanan;

d. pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

Bagian Kedus

Organisasi
Pasal 26
Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari -
. Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari ;

1) Sub Bagian Umum;
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2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Program.
o} Bidang Produksi dan Pengembangan, terdiri dari :
1) Seksi Produksi Peternakan;
2) Seksi Produksi Perikanan;
3) Seksi Agribisnis dan Agriindustri.
d. Bidang Kesehatan dan Perlindungan, terdiri dari :
1) Seksi Keswan dan Kesmavet;
2) Seksi Peslindungan Sumber Daya Hayati dan Perairan;
3) Seksi Pengawasan Obat-obatan dan Makanan.
e. Bidang Pengembangan Sumber Daya, terdiri dari :
1) Seksi Sarana dan Prasarana;
2) Seksi Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia;
3) Seksi Pengkajian dan Penerapan Teknologi,
. Unit Pefaksana Teknis Dinas.
g, Kelompok Jabatan Fungsional.

-
b %

Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana tercantum
pada Ldmpxran VIl dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

BAB X1
DINAG PERTANJIAN DAN TANAMAN !’AN(,AN
‘ Bagian Pertama
. ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 27

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan Pemerintahan Daerah bidang P(.rtamdn dan Tanaman Pangan berdasarkan
azas otonomi dan tugas pembantuan,

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dipimpin olch seorang Kepala Dinis yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sckretaris Dacrah,

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas pokok sebageimana dimaksud pada pasal 27, Dinas
Pertanian dan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan tanaman pangan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pertanian dan tanaman pangan;

e pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang pertanian dan
tanaman pangan;

d. pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

Bagian Kedua

Organisasi
Pasal 29

Organisasi Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, terdiri dari :
a. Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum,;

2) Sub Bagian Keuangan;,

3) Sub Bagian Program.
g Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Tanaman, terdiri dari :

1) Seksi Pengendalian Hama, Penyakit dan Pestisida;
2) Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Laban;
3) Seksi Pengkajian lklim dan Tataguna Air.



d. Bidang Produksi dan Pengembangan, terdiri dari :
1) Seksi Pembenihan dan Pembibitan;
2) Seksi Pengembangan Produksi dan Pencrapan Paket Teknologt:
3) Seksi Pengembangan Alat mesin Pertaninan.
&, Bidang Agribisnis, terdiri dari :
1) Seksi Pengembangan Usaha Tani dan Agribisnis;
2) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
3) Seksi Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
2. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Pertanian dan Tanaman Pangan Scbagaimana tercantum

pada Lampiran IX dan merupgakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

BAB.XII
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Bagian pertama
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
» Pasal 30

(1 Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok
melakukan urusan Pemerintahan Daucrah bidang Pemuda, Olah raga, Kebudayvaan
dan Kebudayaan berdasarkan azas Otonomi dan tugas pembantuan.

(2) Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin olch seorang
Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupoti melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 31

Dulam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 30, Dinas
Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan, fungsi

a. perumusan kebijaksanaan teknis di bldang pemuda, olah raga, kebudayaan
dan pariwisata;

b. penyelenggaraan urusan pcm«.rmlahan dan pelayanan umum di bidang
pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata,

& pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

Bagian Kedua

Organisasi =
Pasal 32 : -
e Ovganisasi Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisataterdiri dari :
a. Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Program.
¢, Bidang Pembinaan Kepemudaan, terdiri dari :
1) Seksi Pemberdayaan Anak dan Remaja;
2) Seksi Pembinaan Organisasi dan Kewirausahaan.
d. Bidang Olah raga, terdiri dari :
1) Seksi Pemberdayaan Olah raga dan Prestasi;
2) Seksi Pemberdayaan Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan
3) Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan. 3
g Bidang Kebudayaan dan pariwisata, terdiri dari '
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[) Seksi Pembinaan Kebudayaan;
2) Seksi Pembinaan Kepariwisataan;
3) Seksi Sarana dan Prasarana Kebudayaan dan Pariwisata.

Bagan organisasi Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata
schbagaimana tercantum pada lampiran X dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Dacrah.

BAB Xill
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Bagian Pertama
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS]
Pasal 33

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transimigrasi mempunyai {lugas pokok
mclaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang  Sosial, Tenaga Kerja dan
Transirnigrasi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan,

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transimigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah. ‘

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaxsud pada Pasal 33. Dinas

Sostal, Tenaga Kerja dan Transimigrasi menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan tekhnis di bidang sosial, tenaga kerja dan transimigrasi.

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.
tenaga kerja dan transimigrasi pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

- ¢. pembinaan dan pelaksanaan tugas sosial, tenaga kerja dan transimigrasi,

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 35

Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transimigrasi, terdici dari :
a. Dinas,
b. Sekretariat, terdiri dari ;
1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Program.
¢. Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari :
1) Seksi Penempatan Pelatihan Tenaga Kerja;
2) Seksi Pengawasan Tenaga Kerja.
d. Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
1) Seksi Perencanaan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi .
2) Seksi Peinbinaan dan Kemitraan
e. Bidang Sosial, terdiri dari :
1) Seksi Pembinaan Organisasi dan Sosial Keagamaan:-
2) Seksi Penyandang Masalah Kesos dan Per[mdungan Sosial
f. - Unit Pelaksana Teknis Dinas
g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagaimana
tercantum pada lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisuhkan dari
Peraturan Daerah ini.
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BAB X1V :
DINAS PERHUBUNGAN
Bagian Pertama
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 36

Dinas Perhubungan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan
daerah di bidang Perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
Dinas Perhubungan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang Berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud pada Pasal 36, Dinas

Pechubungan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan tekhnis di bidang perhubungan;

b. penyelenggaraan urusan pemecrintahan dan pelayanan  omum  di bidang
perhubungan; ‘

c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang perhubungan:

d. pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 38

Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dart :
a. Dinas.
b. Sckretariat, terdiri dari ;
1) Sub Bagian Umum,;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Program.
¢. Bidang Percncanaan dan Pembangunan, terdiri dari
1} Seksi Perencanaan;
2) Scksi Sarana dan Prasarana.
d. Bidang Pengawasan dan Penertiban, terdiri dari :
1) Seksi Pengawasan;
2) Scksi Penertiban,
¢. Bidang Perhubungan, terdiri dari ;
1} Seksi Perijinan;
2) Seksi Manajemen Transportasi;
3) Seksi Perhubungan Udara.
f. Bidang Telekomunikasi, terdiri dari :
) Seksi Teknologi Komunikasi;
2) Seksi Pengembangan Telckomunikasi.

8. Unit Pelaksana Tekuis Dinas.

Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, sebagaimana tercantum pada Lampiran X1
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

Bagian Pertama
ORGANISAS]L KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 39

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai Tugas Pokok
melaksanakan urusan pemerintahan dacrah di bidang  Koperasi dan Usaha Mikro
Keceil Menengah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
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Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengéh di pimpin oleh scorang Kepala
Dinas yang Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati mclalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 39. Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan tekhnis di bidang koperasi dan usaha mikro kecil
menengah;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi
-dan usaha mikro kecil menengah.

¢. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang koperasi dan usaha
mikro keeil menengah; .

d. pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

Bagian Kedua
Organisasi
PPasal 41

Organisasi Dinas Kopcrasn dan Usaha Mikro Kecil Menengah, terdiri dari :
a. Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari ;
1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Program.
¢. Bidang Koperasi, terdiri dari :
1) Seksi Pelatihan dan Penyuluhan;
2) Seksi Badan Hukum Koperasi Data dan Informasi.
d. Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), terdiri dari ¢
1) Seksi Industri Pertanian dan Non Pertanian ;
2) Seksi Perdagangan dan Ancka Usaha.
Bidang Simpan Pinjam/Pembiayaan, terdiri dari :
I) Seksi Simpan Pinjam Permodalan dan Jasa Keuangan;
2) Seksi Penifaian dan Penctapan Simpan Pinjam.
Kelompok Jabatan Fungsional.

¢

=

Bagan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, sebagaimana
tercantum pada Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

\
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BAB XVI
DINAS KEBAKARAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN
Bagian Pertama
()RCANISASI KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 42

§ Kcbakaran, Pertamanan dan Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

rintahan Dacrah bidang Kebakaran, Pertamanan dan Kebersihan berdasarkan azas otonomi
yras pembantuan.
$ Kebakaran, Pertamanan dan KebchIhan dipimpin oleh seorang Kepala Dnnas yang berada di
b dan bectunggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dacrah., |

Pasal 43

§ mclaksankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Dinas Kebakaran,
ganan dan Kebersihan menyelenggarakan fungsi

e
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L. perunusan kebijakan teknis di bidang kebakaran, pertamanan dan kebersihan ;

$b. memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kebukaran,
pertamanan dan kebersihan;

. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang kebakaran, pertamanan dan
. kebersihan;

ki menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebakaran, pertamanan dan
E kebersihan; '

€ pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.

Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 44

rpanisasi Dinas Kebakaran, Pertamanan dan Kebersihan, terdiri dari :
I Dinas .
B Sckretariat, terdiri dari
1) Sub Bagian Umumy;
- 2) Sub Bagian Keuangan;
. 3) Sub Bagian Program,; .
9% Bidang Kebersihan dan Pasar
‘% 1) Scksi Penataan Kebersihan Pasar ;
‘W 1) Seksi Pengelolaan Pasar ;
| 3) Scksi Retribusi.
® Bidang Kebakaran dan Bencana Alam.
& 1) Scksi Penanggulangan Bencana,
B/ 2) Scksi Pencegahan Bencana;
4 3) Seksi Peralatan.
& Bidang Pertamanan.
1) Seksi Pengembangan Taman;
2} Seksi Penataan Taman;
3 3) Scksi Pemelihaaan Taman.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas,
¥ Kelompok Jabatan Fungsional.

$ean Organisasi Dinas Kebakaran, Pertamanan dan Kebersihan, sebagaimana tercantum pada
@npiran X1V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini.

BAB XVII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 45

() Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
“dan Fungsional dilakukan berdasarkan kompetensi jabatan dan syarat-s: arat
lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Penentuan Standart Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dan dilcwpkarll dengan Peraturan Bupati.
]

BAB XVl
ESELONISASI
Pasal 46
() Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural eselon 11/b.
2) Sekretaris pada Dinas merupakan Jabatan Struktural eselon 11/a.
(3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan Jabatan Struktural esclon /b,
(1) Kepaln Subbagian dan Kepala Scksi pada  Dinas, dan Kepala Unit Pelaksana
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Teknis Dinas merupakan Jabatan Struktural 1V/a.
Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis merupakan jahatan struktural eselon

IV/D.

BAB XVIII
TATA KERJA
Pasal 47

Setiap Pimpinan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordiasikan

bawahannya Imasing-masing serta memberikan bimbingan, pembinaan dan
pengawasan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dengan
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta
komunikasi secara vertikal dan horizontal.

BAB XIX
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 48

Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu
atau beberapa kecamatan sesuai kebutuhan. I

Pengaturan lebih lanjut mengenai jumlah, jenis, tugas, fungsi dan organisasi UPTD,
sebapaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupai,

BAB XX
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 49

Kelompok jabatan tungsional mempunyai tugas melaksanakan schagian  tugas
Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah lenaga
dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin olch scorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh Bupati yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,
Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan
dan beben kerja. '

Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 50

Pada saat diberiakukannya Peraturan Dacrah ini, seluruh Pejabal dan Cabang Dinas
atau UPTD yang sudah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan
Pejabat dan UPTD baru. ‘

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur kemudian berdasarkan dengan Peraturan dan atau
Keputusan Bupati.

Peraturan Bupati Nomor 1, 2 dan 3 Tahun 2008 setelah ditetapkan Peraturan Daerah
tentang Organisasi Dinas Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

i T




i e BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Siiiob,

(h Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing dari Kepala Dinas, Sckretaris, Bidang. Sub
Bagian dan Seksi di lingkungan Dinas-Dinas’ Dacrah Kabupaten akan diatur lebih
lanjut berdasarkan Peraturan Bupati.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan

Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
Pasal 52
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang
Lawas Utara. : '

1 Ditetapkan di Gunungtua
= Pada tanggal 26 Maret 2010

ANG LAWAS UTARA

pdangkan di Gunungtua
o angeal 26 Mocet 2010
SHHTARIS DAERAH KABUPATEN
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Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor
Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

UMUM
Bahwa untuk  memberhasitkan pelaksanaan otonomi daerah schagaimana

- -diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah yang menitikberatkan pelaksanaan otonomi daerah kepada Kabupaten / Kota
dan urusan pemerintahan yang diserahkan baik dalam bentuk urusan wai'', dan
urusan pilihan.

Bahwa pembentukan, penggabungan dan penghapusan kelembagaan dinas-dinas
daerah didasarkan atas urusan wajib dan urusan pilihan, karakieristik dan potensi
Daerah, '

Besaran Organisasi Perangkat Daerah Telah Ditetapkan Dengan Peraturan
Pemerintahan Nomor 41 Tahun 200% yang didasarkar, atas variabel jumlah
penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD. Kabupaten Padang Lawas Utara dernigan
jumlah penduduk 201.327.jiwa ( 16 poin ), luas wilayah 3.918.05 KM?,

( 28 poin }, jumlah APBD T.A 2009 + Rp. 200.000.000.000,-( 10 poin ), variabel
Kabupaten Padang Lawas Utara adalah 54 poin atau paling banyak 15 (lima belas )
dinas. Namun berdasarkan kebutuhan efisiensi, maka dibentuk Kelembagaan Dinas
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebanyak 14 dinas

Dinas Daerah yang dibentuk dalam Peraturan Daerah ini untuk menangani urusan
pemerintahan yakni :

1 Dinas Pendidikan;

2. Dinas Keschatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi;
4 Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

5 Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipjl;.

7 Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan tlan Assct Daerah;
8. Dinas Peternakan dan Perikanan;

9. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan;

10 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata:

11 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

12 Dinas Perhubungan;

13 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

i4 Dinas Kebakaran, Pertamanan dan Kebersihan;

Berdasarka ketentuan dan pengaturan tersebut di atas sernua urusan vang telah
diserahkan ke Kabupaten/Kota telah terwadahi baik dalam bentuk Dinas maupun
bidang pada Dinas. )

Pengaturan mengenai tugas pokok, fungsi dan rincian tugas masing-masing jabatan
pada Dinas dzerah akan diatur dengan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara. hal ini
sejalan dengan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 teatang
Organisasi Perangkat Daerah khususnya pasal 2 ayat (3) dan Peraturan Menteri
Dalam Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah huruf C angka 1 huruf c. :

Pada beberapa Dinas akan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) yang

bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang. -

yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Susunan Qrganisasi
dan Tatakerja UPTD terdiri dari Kepala dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha. Nama
dan Wilayah kerja UPTD akan ditetapkan dengan Peraturan Bupali,

Pasal t S/d 52 : Cukup jelas.

s
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